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ABSTRAK 

IMPUNITAS DAN DINAMIKA POLITIK INTERNASIONAL DALAM 

PERLINDUNGAN JURNALIS PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA 

2023—2025 

 

Oleh 

 

ILHAM FRAYOGA 

 

 Konflik bersenjata Israel–Palestina yang kembali memanas sejak Oktober 

2023 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, salah satunya 

meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas profesional di 

wilayah konflik. Dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, jurnalis 

dikategorikan sebagai warga sipil yang seharusnya memperoleh perlindungan penuh. 

Fakta di lapangan menunjukkan tingginya jumlah jurnalis yang menjadi korban tanpa 

adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas, sehingga mencerminkan kondisi 

impunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk impunitas dan dinamika 

politik internasional dalam perlindungan jurnalis pada konflik Israel–Palestina selama 

periode 2023–2025. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif  

deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap laporan organisasi 

internasional, dokumen hukum internasional, laporan lembaga non-pemerintah, serta 

publikasi akademik yang relevan. Analisis penelitian didasarkan pada konsep Hukum 

Humaniter Internasional, impunitas, dan political will untuk menjelaskan hubungan 

antara norma hukum dan praktik politik global. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya political will negara-negara 

besar dan institusi internasional menjadi faktor utama terhambatnya penegakan hukum 

terhadap pelanggaran terhadap jurnalis. Penggunaan hak veto di Dewan Keamanan 

PBB, keterbatasan yurisdiksi International Criminal Court (ICC), serta penerapan 

standar ganda dalam politik global memperlihatkan bahwa kepentingan strategis 

negara lebih dominan dibanding komitmen terhadap perlindungan kemanusiaan. 

Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan jurnalis dalam konflik Israel–Palestina 

berjalan tidak efektif dan memperkuat keberlanjutan impunitas dalam sistem politik 

internasional. 

 

Kata kunci: Perlindungan Jurnalis, Impunitas, Hukum Humaniter Internasional, 

Dinamika Politik Internasional, Konflik Israel–Palestina. 



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

IMPUNITY AND THE DYNAMICS OF INTERNATIONAL POLITICS IN 

THE PROTECTION OF JOURNALISTS IN THE ISRAEL-PALESTINE 

CONFLICT 2023—2025 

By 

ILHAM FRAYOGA 

 

The escalation of the Israel–Palestine armed conflict since October 2023 has 

resulted in severe humanitarian consequences, including an increasing number of 

attacks against journalists performing their professional duties in conflict zones. Under 

International Humanitarian Law, journalists are classified as civilians and are therefore 

entitled to full protection. However, empirical evidence demonstrates a persistent 

pattern of violence against journalists without adequate legal accountability, indicating 

a condition of impunity. This study aims to analyze the forms of impunity and the 

dynamics of international politics in the protection of journalists during the Israel–

Palestine conflict from 2023 to 2025. This research employs a qualitative method with 

a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature review of 

international legal instruments, reports from international organizations, non-

governmental organization publications, and relevant academic sources. The analysis 

is grounded in the concepts of International Humanitarian Law, impunity, and political 

will to explain the gap between legal norms and political practices at the global level. 

Research findings indicate that the lack of political will among major countries and 

international institutions is a key factor hindering the enforcement of laws regarding 

violations against journalists. The use of the veto in the UN Security Council, the 

limited jurisdiction of the International Criminal Court (ICC), and the application of 

double standards in global politics demonstrate that national strategic interests take 

precedence over commitments to the protection of humanity. These conditions render 

the protection of journalists in the Israel–Palestine conflict ineffective and reinforce the 

persistence of impunity within the international political system. 

Keywords: Journalists Protection, Impunity, International Humanitarian Law, 

International Political Dynamics, Israel–Palestine Conflict.  
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MOTTO 

 

 

 

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the 

oppressor.” 

(Desmond Tutu) 

 

 

“Dalam hidup, kita tidak hanya belajar untuk tahu, tetapi belajar untuk memahami, 

merasakan, dan menjalani setiap proses dengan penuh kesadaran.” 

(Ki Hajar Dewantara) 

 

 

“Semua akan baik saja, sebab Tuhan tlah berjanji setelah sempit ada kemudahan” 

(Bernsenja Gurau-Raim Laode) 

 

 

“To trust the process is to trust in your own ability” 

(Ilham Frayoga) 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu Hubungan Internasional sebagai disiplin akademis telah melewati berbagai 

perkembangan dalam fokus dan cakupan pembahasannya, terutama pada masa perang 

dunia I dan II hingga pascaperang dingin. Pembahasan Hubungan Internasional 

didominasi oleh pendekatan yang memfokuskan kepada isu-isu keamanan, perang, 

strategi, militer, perdamaian dan aktor yaitu negara sebagai entitas utama. Salah satu 

tokoh akademik yang terkenal pada masa periode ini yaitu, Hans J. Morgenthau dalam 

karyanya yang terkenal dengan judul Politic Among Nation: The Struggle for Power 

and Peace (1948). Dalam buku tersebut secara tegas iya menyatakan “International 

politics, like all politics, is a struggle for power”, pernyataan ini dengan tegas 

mencerminkan pandangan bahwa politik internasional pada dasarnya adalah perebutan 

kekuasaan antar negara demi mencapai kepentingan nasionalnya. Hal inilah yang 

memicu negara untuk melakukan cara apapun demi mencapai tujuannya, termasuk 

perang (Morgenthau, 1949). 

Seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi global, ilmu Hubungan 

Internasioal mulai bergeser dan meluas cakupannya. Era pascaperang dingin, 

globalisasi dan revolusi teknologi semakin meningkat dan mendorong munculnya 

suatau masalah baru yang menarik perhatian para ilmuan Hubungan Internasional. 

Cakupan pembahasan tidak lagi sebatas perang, dan perdamian, melainkan merambah 

kepada dimensi-dimensi yang lain. Contohnya pembahasan ekonomi politik global, 

keamanan non-militer, serta isu mengenai Hukum Internasional yang mengatur negara 

secara global. 
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Ilmu Hubungan Interasional di tengah perkembangannya yang berorientasi luas 

ke dimensi-dimensi lain baik itu ekonomi global, hukum internasional, maupun 

keamanan non-tradisional, konflik bersenjata atau perang masih terus ada, salah satu 

contohnya yaitu konflik Israel dengan Palestina, hal ini menunjukkan bahwa di era 

cakupan ilmu hubungan internasioal yang semakin meluas, permasalahan terkait 

perang dan perdamaian masih menjadi isu pahit yang akan terus melekat kepada 

Hubungan Internasional. 

Konflik antara Israel dan Palestina berakar dari pertentangan panjang antara 

komunitas Yahudi dan Arab Palestina di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel 

dan Palestina. Di penghujung abad ke-19, muncul gerakan Zionisme yang mendorong 

kaum Yahudi bermigrasi ke tanah Palestina saat itu masih berada di bawah kekuasaan 

Kekaisaran Ottoman sebagai upaya mencari tempat aman dari diskriminasi di Eropa 

(Salihu, 2024). Situasi makin tegang setelah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour 

tahun 1917, yang mendukung pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. 

Ketegangan pun meningkat antara penduduk Arab lokal dan para imigran Yahudi. 

Seusai Perang Dunia II, tragedi Holocaust memperkuat desakan untuk membentuk 

negara Yahudi. Pada tahun 1947, PBB mengajukan rencana pembagian wilayah 

Palestina menjadi dua negara Yahudi dan Arab namun rencana tersebut ditolak oleh 

para pemimpin Arab yang merasa hak mereka diabaikan (Jones, 2003). Setahun 

kemudian, Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 1948, yang langsung 

memicu perang pertama dengan negara-negara Arab dan menyebabkan ribuan warga 

Palestina mengungsi ke berbagai wilayah sekitarnya (Ijaz & Jafri, 2025).  

Konflik Israel dengan Palestina merupakan salah satu konflik bersenjata terkait 

perebutan wilayah berkepanjangan yang terus menunjukkan tindakan kekerasan dari 

waktu ke waktu, dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar, khususnya sejak 

meletusnya agresi bersenjata pada Oktober 2023 di Jalur Gaza. Dalam kondisi tersebut, 

telah banyak korban berjatuhan selain para masyarakat sipil Palestina, tenaga medis, 

dan tentu tidak lupa para media pers atau jurnalis.  
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Tabel 1 Jumlah korban. 

No Korban Jumlah Korban 

1.  Warga Sipil 65. 502+   

2.  Tenaga Kesehatan/Medis 500+  

3.  Jurnalis 209  

Sumber: Tempo, 2025, OHCHR, 2024, CPJ, 2025 

Kelompok jurnalis, yang akan menjadi fokus utama penelitian ini memainkan 

peran penting sebagai aktor non kombatan yang berupaya menyampaikan informasi 

kepada publik global di tengah medan konflik yang penuh risiko, dan dengan adanya 

mereka yang sampai saat ini terus berjuang menyampaikan informasi kepada dunia 

global, mereka seharusnya mendapatkan perlindungan penuh oleh dunia. Namun, 

dalam tiga tahun terakhir, justru jurnalis menjadi salah satu kelompok paling rentan 

menjadi korban, tidak sedikit para jurnalis yang menjadi korban perang dalam konflik 

Israel dengan Palestina, banyak para jurnalis dari berbagai media yang berusaha 

menyampaikan informasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina justru 

mereka yang menjadi korban akibat serangan Israel.  

Berdasarkan laporan dari Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB di Wilayah 

Pendudukan Palestina pada Desember 2023, tercatat sedikitnya 50 jurnalis dan pekerja 

media tewas dalam periode awal konflik, dengan sekitar 30 lainnya masih dalam proses 

verifikasi (Crescent, 2024). Temuan ini diperkuat oleh laporan Committee to Protect 

Journalists (CPJ) yang menyebutkan bahwa sejak 7 Oktober 2023 hingga pertengahan 

2024, Gaza menjadi wilayah paling mematikan di dunia bagi jurnalis. Berbagai laporan 

menunjukkan bahwa kematian para jurnalis tersebut tidak selalu bersifat insidental, 

melainkan mengindikasikan adanya pola penargetan yang disengaja oleh pasukan 

militer, sebagaimana terungkap dalam laporan CPJ berjudul Deadly Pattern (2023) 

yang menyoroti tidak adanya satu pun pihak yang dimintai pertanggung jawaban atas 

kematian lebih dari 20 jurnalis selama dua dekade terakhir (Died et al., 2023).  

Menurut data yang ada pada situs CPJ sejak tahun 2023 sampai 2025, tercatat 

sudah terdapat +200 jurnalis yang meninggal akibat konflik Israel dengan Palestina. 

Selain itu, adanya praktik disinformasi dan upaya mendiskreditkan jurnalis sebagai 
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bagian dari kelompok militant turut memperburuk risiko di lapangan. Hal ini diperkuat 

dengan menunjukkan bahwa framing media arus utama cenderung membingkai 

kekerasan terhadap jurnalis sebagai insiden dalam “bentrokan,” alih-alih sebagai 

pelanggaran hukum yang sistemik, yang kemudian memperlemah tekanan 

internasional terhadap aktor Negara (Bhowmik & Fisher, 2023).  

Pentingnya perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata tidak hanya berakar 

pada nilai-nilai kemanusiaan universal, tetapi juga secara tegas diatur dalam kerangka 

Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional, yang bertujuan 

untuk membatasi penderitaan dalam perang, secara eksplisit mengklasifikasikan 

jurnalis sebagai warga sipil yang harus dilindungi, selama mereka tidak terlibat 

langsung dalam permusuhan. Prinsip pembedaan, salah satu pilar fundamental Hukum 

Humaniter, mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara 

kombatan dan warga sipil, serta objek militer dan objek sipil (Crescent, 2024). 

Jurnalis dengan identitas profesional mereka yang jelas dan misi untuk 

melaporkan kebenaran, secara mutlak berada dalam kategori sipil. Perlindungan ini 

diperkuat oleh ketentuan spesifik dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 

1977, khususnya Pasal 79, yang menyatakan bahwa jurnalis yang menjalankan misi 

profesional di daerah konflik harus dianggap sebagai warga sipil dan dilindungi dari 

serangan, asalkan mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan status sipil 

mereka. Oleh karena itu, setiap penargetan, penyerangan, atau penghambatan yang 

disengaja terhadap jurnalis yang tidak terlibat dalam permusuhan merupakan 

pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasioanl, yang dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan perang. Keberadaan jurnalis di medan konflik sangat 

krusial untuk memastikan pertanggung jawaban, mendokumentasikan pelanggaran, 

dan memberikan informasi yang akurat kepada dunia, sehingga memungkinkan 

masyarakat internasional untuk merespon secara tepat dan mencegah eskalasi 

penderitaan (Dahal, 2021). 

Penyelidikan atas pelanggaran pun umumnya tidak transparan dan tidak 

menghasilkan akuntabilitas hukum yang memadai. (Rathnayake, 2017) menyoroti 

bahwa sistem hukum internasional menghadapi hambatan serius ketika berhadapan 
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dengan negara yang menolak akuntabilitas, dan International Criminal Court (ICC) 

pun terbatas ruang geraknya karena Israel tidak mengakui yurisdiksinya. Hal ini juga 

menegaskan bahwa ada faktor penghambat bagi hukum internasional dalam 

menegakkan keadilan bagi korban perang termasuk jurnalis.  

Hambatan utama yang sangat terlihat adalah adanya pengunaan hak veto di 

Dewan Keamanan PBB, dengan tidak diakuinya International Criminal Court  oleh 

Amerika Serikat sebagai salah satu Dewan Keamanan PBB yang selalu menolak 

resolusi antara kedua negara, begitupun Israel yang juga tidak mengakui International 

Criminal Court menyebabkan lemahnya penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran 

berat, termasuk serangan kepada kelompok jurnalis yang seharusnya dilindungi dan 

tidak boleh diserang (Gunawan et al., 2025).  Hal ini menegaskan bahwa kegagalan 

hukum internasional bukan semata karena kelemahan norma, tetapi karena 

ketimpangan kekuasaan global yang membuat penegakan hukum bersifat selektif.  

Kegagalan sistemik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tantangan 

penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi jurnalis pada konflik 

kontemporer dan bagaimana sistem internasional menyediakan instrument hukum 

khusus yang menangani kekerasan terhadap kelompok jurnalis secara terstruktur dan 

kontisten, terlebih lagi proses penegakan hukum melalui lembaga internasional seperti 

International Criminal Court (ICC) masih terbentur oleh hambatan politik dan kendala 

struktural (Crawford et al., 2014). Dalam hal ini menyangkut dinamika politik 

internasional yang terlibat, adanya standar ganda dari dunia internasional juga akan 

menjadi bagian dari analisis penelitian ini, banyak kasus perang yang terjadi dan 

dibantu oleh negara-negara lain, berbeda dengan Palestina yang terus menerus 

berkonflik dengan Israel tanpa ada respon dari negara secara global.  

Konflik Israel dan Palestina dapat menjadi pandangan dari delegitimasi hukum 

internasional karena ketidakmampuan sistem global dalam memberikan perlindungan 

yang adil dan bertanggung jawab kepada korban, termasuk jurnalis. Oleh karena itu, 

penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana dinamika politik internasional 

menjadi tantangan penegakan Hukum Humaniter Internasional perlindungan terhadap 

jurnalis dalam konflik tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana implementasi norma 
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tersebut dijalankan. Dengan menggunakan pendekatan konsep Political Will dan 

Impunitas, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana lemahnya kemauan 

politik negara-negara besar di tingkat internasional menjadi faktor utama penghambat 

penegakan hukum humaniter. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana 

dinamika politik internasional menciptakan kondisi impunitas yang membiarkan 

pelanggaran dan tantangan penegakan hukum terhadap jurnalis yang terus menerus 

terjadi.   

1.2 Rumusan Masalah 

 Melihat bayaknya korban para jurnalis yang tewas pada area konflik Israel-

Palestina pada tiga tahun kebelakang ini, sulitnya penegakan hukum terhadap 

pelanggar dan pelaku atau Israel yang kunjung tidak mendapatkan konsekuensi 

internasional, hal ini memicu pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu, Bagaimana bentuk impunitas dan dinamika politik internasional dalam 

perlindungan jurnalis pada konflik Israel–Palestina selama periode 2023–2025? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kondisi pelanggaran dan kekerasan terhadap jurnalis 

dalam konflik Isreael-Palestina 2023-2025 berdasarkan kerangka Hukum 

Humaniter Internasional. 

2. Untuk menganalisis dinamika politik internasional dan impunitas yang terjadi 

dalam perlindungan jurnalis pada konflik Israel-Palestina 2023-2025. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum humaniter 

internasional, khususnya dalam konteks perlindungan jurnalis di wilayah 

konflik bersenjata. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai hambatan dan tantangan dalam implementasi perlindungan jurnalis 

pada konflik bersenjata. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika 

politik internasional memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum humaniter 

internasional dalam kasus perlidungan jurnalis di konflik Israel–Palestina. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian pertama yaitu penelitian yang membahas lemahnya perlindungan 

hukum internasional bagi jurnalis dalam konflik bersenjata, khususnya pada kasus 

pembunuhan jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, oleh militer Israel. Meskipun 

laporan telah diajukan ke ICC, belum ada pertanggungjawaban hukum yang ditegakkan. 

Studi ini menyoroti bahwa status jurnalis sebagai warga sipil tidak menjamin 

perlindungan efektif, terutama terhadap negara yang menolak yurisdiksi lembaga 

internasional. Kesenjangan utama terletak pada belum adanya definisi tegas mengenai 

siapa yang dimaksud dengan jurnalis dalam hukum humaniter internasional, sehingga 

perlindungan hukum menjadi kabur. Penulis merekomendasikan pembentukan 

instrumen hukum internasional khusus untuk perlindungan jurnalis di wilayah konflik, 

guna memperkuat akuntabilitas negara dan efektivitas hukum internasional.(Gunawan et 

al., 2023)  

 Penelitian kedua juga menunjukkan peran penting jurnalis dalam menyoroti 

pelanggaran kemanusiaan. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa jurnalis sering 

menjadi sasaran serangan yang disengaja, baik dalam bentuk penembakan, penyiksaan, 

maupun penahanan sewenang-wenang. Dahal menyoroti bahwa ketidakjelasan status 

hukum jurnalis menyebabkan perlindungan terhadap mereka menjadi tidak konsisten. 

Selain itu, hukum humaniter tidak mengatur secara rinci kategori jurnalis modern seperti 

citizen journalist atau jurnalis freelance, yang kini jumlahnya semakin banyak di medan 

konflik. Sebagai solusi, Dahal merekomendasikan penguatan hukum humaniter melalui 

pembaruan norma internasional, serta mendorong pengakuan formal atas berbagai 
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bentuk profesi jurnalistik dalam konflik, agar perlindungan dapat berlaku secara 

universal dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Dahal, 2021).  

 Penelitian ketiga meneliti secara mendalam perlindungan hukum terhadap jurnalis 

di wilayah konflik bersenjata melalui pendekatan hukum humaniter internasional. 

Penelitian ini menyoroti posisi jurnalis sebagai bagian dari warga sipil yang secara 

prinsip mendapat perlindungan penuh berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 

Tambahan I tahun 1977, serta menekankan bahwa serangan yang disengaja terhadap 

jurnalis dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Namun, penulis menemukan 

bahwa dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut sering kali tidak berjalan efektif, 

karena jurnalis masih menjadi korban kekerasan, intimidasi, bahkan pembunuhan di 

lapangan. Berdasarkan studi terhadap berbagai dokumen dan peraturan internasional 

seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1738 dan 2222, pedoman Dewan Eropa, 

dan panduan OSCE penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar 

antara norma hukum yang tertulis dengan realitas pelaksanaannya di wilayah konflik 

seperti Ukraina, Haiti, dan Meksiko. Slavko juga menyoroti problem status hukum 

jurnalis independen atau “citizen journalist” yang belum memiliki legitimasi hukum 

sekuat jurnalis profesional, sehingga perlindungannya menjadi lemah di mata hukum 

internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menegaskan 

perlunya pembentukan instrumen hukum internasional baru yang secara khusus 

mengatur perlindungan jurnalis di zona konflik, memperjelas batas antara jurnalis dan 

kombatan, serta mendorong negara-negara agar memperkuat mekanisme penegakan 

hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap insan pers (Slavko et al., 2023b).  

 Penelitian keempat membahas kompleksitas penerapan hukum humaniter 

internasional dalam konteks konflik Israel–Palestina, khususnya terkait perlindungan 

terhadap korban perang dan pelanggaran HAM. Dengan pendekatan kualitatif berbasis 

analisis dokumen, penulis menelaah secara kritis berbagai kendala yurisdiksi yang 

menghambat efektivitas hukum internasional, antara lain perdebatan mengenai 

kedaulatan Palestina, politisasi hukum oleh aktor negara, dan lemahnya penegakan oleh 

lembaga seperti International Criminal Court (ICC). Haryani dan Setiyono menemukan 

bahwa ketidakjelasan status kenegaraan Palestina membuat penerapan Konvensi Jenewa 
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dan mekanisme penegakan hukum internasional menjadi tidak konsisten. Di sisi lain, 

politisasi hukum humaniter melalui penggunaan narasi hukum untuk membenarkan 

tindakan militer oleh Israel maupun Palestina menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan 

sering kali tereduksi oleh kepentingan politik. Penelitian ini juga menyoroti kesulitan 

penegakan hukum akibat keterbatasan yurisdiksi ICC terhadap negara non-anggota serta 

hambatan logistik dan diplomatik dalam penyelidikan di wilayah konflik. Sebagai solusi, 

penulis merekomendasikan penguatan kerja sama antara lembaga internasional dan 

lokal, peningkatan kapasitas hukum di tingkat nasional, serta pelibatan masyarakat sipil 

dan organisasi non-pemerintah dalam membangun mekanisme perlindungan alternatif 

bagi korban konflik (Haryani & Setiyono, 2022). 

 Penelitian kelima mengulas panjang lebar dinamika konflik Israel–Palestina 

dengan menitikberatkan pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter 

internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan mengkaji 

bagaimana konflik yang telah berlangsung sejak Deklarasi Balfour 1917 tersebut 

memperlihatkan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan norma 

kemanusiaan. Dalam kasus Operation Cast Lead (2008–2009), penulis menyoroti bahwa 

penggunaan warga sipil sebagai tameng hidup oleh Hamas dan serangan balasan Israel 

yang tidak proporsional menunjukkan lemahnya penerapan prinsip distinction dan 

proportionality dalam hukum perang. Mahwati dan Nanda menegaskan perlunya 

penguatan mekanisme penegakan hukum humaniter melalui ICC dan mendorong 

reformasi global dalam memastikan kepatuhan negara terhadap norma kemanusiaan 

internasional. Penelitian ini memperkaya diskursus hukum internasional dengan 

menampilkan pendekatan normatif yang berimbang, menunjukkan bahwa penerapan 

hukum humaniter tidak hanya persoalan legalitas, tetapi juga moralitas dan tanggung 

jawab kemanusiaan global (Nanda & Mahwati, 2022). 

 Terakhir penelitian yang membahas bagaimana bias media internasional 

membentuk persepsi publik terhadap korban konflik Israel–Palestina selama perang 

Gaza 2023–2024. Dengan menganalisis lebih dari 14.000 artikel dari media besar seperti 

The New York Times, BBC, CNN, dan Al Jazeera English, penelitian ini menemukan tiga 

pola bias utama: dehumanisasi korban Palestina, penerapan keseimbangan palsu (false 
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balance) antara kedua pihak, serta penciptaan keraguan terhadap data korban Palestina 

dengan menekankan sumber yang dianggap “dikelola oleh Hamas.” Sebaliknya, korban 

dari pihak Israel lebih sering digambarkan secara personal, emosional, dan manusiawi. 

Studi ini juga mencatat bahwa media non-Barat seperti Al Jazeera English memberikan 

representasi yang lebih proporsional terhadap korban sipil serta menonjolkan prinsip 

kemanusiaan dalam peliputannya. Relevansi penelitian ini terhadap isu perlindungan 

jurnalis terletak pada temuannya bahwa bias media tidak hanya memengaruhi persepsi 

publik global, tetapi juga berimplikasi pada keamanan, independensi, dan kredibilitas 

jurnalis di lapangan konflik modern seperti di Gaza (AlShebli et al., 2025). 

 

Tabel 2 Komparasi Penelitian. 

no 

Nama, Judul, 

dan Tahun 

Penelitian 

Fokus Penelitian 
Teori dan 

Konsep 
Metode Hasil 

1 
Yordan 

Gunawan, 

Fawaz 

Muhammad 

Ihsan, dan Paulo 

Andres 

Anderson 

“The Murder of 

Shireen Abu 

Akleh: How 

Does Law 

Protect the 

Journalist in a 

War?” 

(2023). 

 

 

Kasus pembunuhan 

jurnalis Shireen Abu 

Akleh, berfokus pada 

kelemahan 

perlindungan hukum 

internasional dan 

ketiadaan 

pertanggungjawaban. 

Hukum 

Humaniter 

Internasional 

(HHI), 

Perlindungan 

Jurnalis, 

Akuntabilitas 

Hukum. 

Kualitatif 

(Analisis 

Kasus& 

Dokumen 

ICC). 

Perlindungan jurnalis 

(status sipil) tidak cukup 

memberikan 

perlindungan nyata 

dalam praktik; ketiadaan 

pertanggungjawaban 

terjadi karena negara 

pelaku tidak mengakui 

yurisdiksi lembaga 

internasional. 

2 Pukar Dahal 

“Protection of 

Journalists in 

Armed Conflict: 

An Insight from 

the Perspective 

of International 

Humanitarian 

Law” 

(2021). 

 

 

Peran penting jurnalis 

dan ketidakjelasan 

status hukum mereka 

di HHI, terutama 

kategori modern 

(citizen/freelance 

journalist). 

Hukum 

Humaniter 

Internasional 

(IHL), Status 

Warga Sipil. 

Kualitatif 

(Analisis 

Hukum 

Normatif). 

Ketidakjelasan status 

hukum jurnalis 

menyebabkan 

perlindungan menjadi 

tidak konsisten; 

merekomendasikan 

pembaruan norma 

internasional untuk 

mengakui kategori 

jurnalis modern. 
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no 

Nama, Judul, 

dan Tahun 

Penelitian 

Fokus Penelitian 
Teori dan 

Konsep 
Metode Hasil 

3 
Anna S. Slavko, 

Vladyslava M. 

Zavhorodnia, 

Sergey I. 

Degtyarev 

“Protection of 

Journalists 

under 

International 

Humanitarian 

Law: Modern 

Challenges for 

Freedom of 

Media under 

Martial Law” 

(2023). 

 

Perlindungan jurnalis 

sebagai warga sipil, 

menyoroti 

kesenjangan antara 

norma tertulis 

(Konvensi Jenewa) 

dengan realitas 

pelaksanaan di 

wilayah konflik. 

Hukum 

Humaniter 

Internasional, 

Kejahatan 

Perang, 

Kesenjangan 

Norma-

Pelaksanaan. 

Kualitatif 

(Analisis 

Dokumen 

Internasional

). 

Ditemukan kesenjangan 

besar antara norma 

hukum ( Resolusi DK 

PBB 1738) dengan 

realitas di lapangan; 

merekomendasikan 

pembentukan instrumen 

hukum baru untuk 

jurnalis. 

4 
Tinok Haryani 

dan Joko 

Setiyono 

“Analysis of 

Jurisdictional 

Challenges in 

the Application 

of Humanitarian 

Law to the 

Protection of 

Victim’s Human 

Rights in the 

Conflict 

Between Israel 

and Palestine” 

(2022). 

 

Kompleksitas 

yurisdiksi yang 

menghambat 

efektivitas HHI, 

termasuk politisasi 

hukum dan perdebatan 

kedaulatan Palestina. 

Hukum 

Humaniter 

Internasional, 

Politisasi 

Hukum. 

Kualitatif 

(Analisis 

Dokumen 

Yuridis). 

Kendala yurisdiksi dan 

politisasi hukum oleh 

aktor negara menjadi 

penghambat utama 

penegakan HHI yang 

efektif terhadap korban 

di konflik Israel-

Palestina. 

5 
Tri Mahwati dan 

Ana Risma 

Nanda 

“Analysis of the 

Palestinian and 

Israeli Conflict 

in the 

Perspective of 

International 

Humanitarian 

Law” 

(2022). 

 

 

Pelanggaran prinsip 

HHI (distinction, 

proportionality) oleh 

kedua belah pihak dan 

kegagalan komunitas 

internasional dalam 

penegakan norma. 

Hukum 

Humaniter 

Internasional 

(Prinsip HHI). 

Kualitatif 

(Studi 

Pustaka). 

Konflik memperlihatkan 

kegagalan komunitas 

internasional dalam 

menegakkan norma 

kemanusiaan, 

menegaskan perlunya 

penguatan mekanisme 

penegakan hukum 

melalui ICC. 
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No 

Nama, Judul, 

dan Tahun 

Penelitian 

Fokus Penelitian 
Teori dan 

Konsep 
Metode Hasil 

6 
Bedoor 

AlShebli, Bruno 

Gabriel 

Salvador 

Casara, dan 

Anne Maass 

“Media 

Coverage of 

War Victims: 

Journalistic 

Biases in 

Reporting on 

Israel and 

Gaza” 

(2025). 

Bias media 

internasional dalam 

meliput korban 

konflik Israel-

Palestina yang 

melemahkan tekanan 

moral terhadap 

pelanggaran HHI. 

Komunikasi 

Global, 

Reputational 

Accountability. 

Kualitatif 

(Analisis 

Konten 

Media) 

Bias media Barat 

(dehumanisasi korban, 

false balance) 

memperkuat 

ketimpangan persepsi 

publik dan melemahkan 

tekanan moral terhadap 

pelanggaran yang 

dilakukan pihak 

dominan. 

 

 Setelah dilakukan perbandingan terhadap sejumlah penelitian terdahulu, terdapat 

beberapa perbedaan penting yang membedakan penelitian penulis dari studi sebelumnya. 

Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Dahal (2021), 

Slavko et al. (2023), serta Gunawan et al. (2023) cenderung menyoroti aspek normatif 

dari perlindungan jurnalis dalam kerangka hukum humaniter internasional tanpa 

meninjau secara mendalam faktor rasional dan kalkulatif di balik lemahnya penegakan 

hukum tersebut. Kedua, penelitian terdahulu seperti Haryani & Setiyono (2022) serta 

Nanda & Mahwati (2022) lebih menitikberatkan pada problem yurisdiksi dan 

implementasi hukum humaniter secara umum dalam konflik Israel–Palestina, sedangkan 

penelitian ini secara spesifik memusatkan perhatian pada profesi jurnalis sebagai aktor 

sipil yang paling rentan di medan perang. Ketiga, berbeda dengan penelitian AlShebli et 

al. (2025) yang menyoroti bias media dan pembingkaian narasi korban konflik, 

penelitian ini tidak menelaah dimensi komunikasi, melainkan berusaha menganalisis 

hubungan langsung antara norma hukum, perilaku rasional aktor negara, dan tingkat 

akuntabilitas internasional selama periode 2023–2025. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat mengisi celah dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

menghadirkan sudut pandang interdisipliner antara hukum humaniter internasional dan 

teori pilihan rasional, serta memberikan kontribusi baru dalam menjelaskan bagaimana 
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kalkulasi strategis negara berpengaruh terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi 

jurnalis dalam konflik Israel–Palestina kontemporer.  

2.2 Landasan Konseptual 

 Penelitian ini meggunakan tiga konsep utama yaitu, konsep Hukum Humaniter 

Internasional, Impunitas, dan Political will. Ketiga konsep ini saling berkaitan erat dalam 

memahami bagaimana politik internasioal memiliki pengaruh terhadap kegagalan 

perlindungan Jurnalis pada zona konflik perang, khususnya pada kasus Israel–Palestina. 

Hukum Humaniter Internasional berfungsi untuk membatasi dampak kekerasan dan 

melindungi pihak-pihak non-kombatan selama perang, impunitas menjelaskan 

kegagalan sistem hukum dalam menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku 

pelanggaran berat, serta Political Will akan mendeskripsikan kemauan politik negara-

negara internsional dapat mempengaruhi suatu kebijakan atau keputusan.  

 Konsep International Humanitarian Law atau Hukum Humaniter Internasional 

(HHI) menjadi landasan utama dalam menjelaskan norma-norma yang mengatur 

perilaku negara dan pihak bersenjata selama konflik. Melalui Konvensi Jenewa 1949 dan 

Protokol Tambahan I tahun 1977, hukum ini menegaskan prinsip-prinsip seperti 

distinction, proportionality, dan necessity yang harus dihormati semua pihak yang 

berkonflik. Konsep impunitas memberikan sudut pandang mengenai bagaimana 

ketiadaan hukuman terhadap pelaku pelanggaran berat menjadi ancaman langsung 

terhadap prinsip rule of law dan keadilan internasional. Fenomena impunitas 

memperlihatkan bahwa kegagalan dalam menuntut pertanggungjawaban hukum tidak 

hanya disebabkan oleh kelemahan norma, tetapi juga oleh dinamika politik internasional 

dan kepentingan strategis negara-negara kuat, hal ini berkaitan dengan konsep Political 

Will yang menjelaskan kemauan politik negara-negara internasional dalam mencapai 

kepentingan mereka. 



15 

 

 
 

2.2.1 Konsep Hukum Humaniter Internasional  

  Hukum Humaniter Internasional berfungsi sebagai subsistem dari hukum 

internasional publik yang memiliki tujuan utama untuk melindungi hak asasi manusia di 

masa perang, khususnya dengan mencegah dan menghukum kejahatan perang serta 

kejahatan terhadap kemanusiaan. HHI membentuk mekanisme hukum yang mengatur 

perilaku pihak-pihak yang berkonflik agar tindakan militer tidak melampaui batas-batas 

kemanusiaan. Dalam hal ini, HHI bukan hanya sekadar pedoman etis, tetapi juga 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan sanksi bagi pelanggar melalui 

lembaga seperti International Criminal Court (ICC), dan International Court of Justice 

(ICJ). Tujuannya tidak hanya mengatasi akibat langsung dari kejahatan perang, tetapi 

juga memastikan adanya individual accountability agar pelanggaran tidak dibiarkan 

tanpa hukuman. Martin menekankan bahwa HHI merupakan bentuk komitmen universal 

terhadap kemanusiaan, yang menjamin bahwa meskipun perang tak dapat dihindari 

dalam sistem internasional, martabat manusia tetap harus dihormati dan dijaga melalui 

aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan (Martin et al., 2006). 

 Hukum Humaniter Internasional (HHI) diartikan juga sebagai seperangkat 

aturan internasional yang ditetapkan melalui perjanjian dan kebiasaan internasional, 

yang secara khusus dimaksudkan untuk menangani persoalan kemanusiaan yang muncul 

akibat konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Aturan-aturan 

ini berfungsi untuk melindungi orang dan properti yang terdampak oleh konflik dengan 

membatasi hak para pihak yang berperang dalam memilih metode dan alat perang. 

Tujuan utama dari HHI, menurut Antoine, adalah untuk menyeimbangkan antara 

kebutuhan militer dan kepentingan kemanusiaan dengan memastikan bahwa bahkan 

dalam peperangan, prinsip kemanusiaan tetap dijunjung tinggi (Antoine et al., 2020).  

 Perkembangan Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari evolusi 

sistem hukum internasional yang menegaskan supremasi nilai-nilai kemanusiaan di atas 

kepentingan politik atau militer. Mereka menekankan bahwa Hukum Humaniter 

Internasional dan International Human Right Law (IHRL) saling melengkapi, IHRL 

berlaku setiap saat, sementara HHI berlaku khusus dalam situasi konflik bersenjata. 
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Dalam konteks ini, perkembangan HHI juga memperkuat integrasi antara norma-norma 

hak asasi manusia dan hukum perang, terutama melalui lembaga-lembaga penegak 

hukum seperti International Criminal Court (ICC) dan Dewan Keamanan PBB. Prinsip-

prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, seperti humanity, necessity, 

proportionality, dan distinction, menjadi dasar dalam mengadili kejahatan perang serta 

membentuk norma individual criminal responsibility yang menghapus dalih perintah 

atasan sebagai pembenaran tindakan pelanggaran (Martin et al., 2006).  

 Pada kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI), jurnalis memiliki status 

sebagai warga sipil yang berhak atas perlindungan penuh selama mereka menjalankan 

tugas profesionalnya di wilayah konflik bersenjata. Hal ini secara eksplisit ditegaskan 

dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977 yang menyatakan bahwa “jurnalis yang 

menjalankan pekerjaan profesional di daerah konflik bersenjata harus dianggap sebagai 

orang sipil” dan dengan demikian berhak atas seluruh perlindungan yang diberikan 

kepada warga sipil oleh Konvensi Jenewa (ICRC, 1977). Ketentuan ini muncul dari 

prinsip dasar HHI, yaitu distinction, yang mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik 

untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan dalam setiap operasi militer 

(Antoine et al., 2020).  

 Prinsip tersebut menegaskan bahwa tujuan utama hukum humaniter bukanlah 

untuk menghapuskan perang, melainkan untuk membatasi dampak destruktifnya dan 

menjamin perlindungan terhadap mereka yang tidak ikut serta dalam permusuhan. 

Dalam konteks ini, jurnalis berfungsi sebagai penyampai informasi kemanusiaan dan 

pengawas moral terhadap pelaksanaan perang, sehingga keberadaan mereka dianggap 

vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas internasional terhadap pelanggaran 

yang terjadi di medan konflik (Antoine et al., 2020). 

 Penetapan status jurnalis sebagai warga sipil juga merepresentasikan upaya 

global untuk menggabungkan nilai kemanusiaan dan hak atas informasi publik di tengah 

kekerasan bersenjata. Dengan melindungi jurnalis, komunitas internasional berusaha 

memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan informasi yang akurat mengenai 

situasi perang, yang pada gilirannya dapat memperkuat tekanan terhadap pihak-pihak 

pelaku pelanggaran hukum perang. Berdasarkan panduan dari ICRC dan International 
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Humanitarian Law Handbook for Parliamentarians No. 25 (2016), jurnalis hanya 

menikmati perlindungan sipil selama mereka menjalankan tugasnya secara profesional, 

netral, dan tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai direct 

participation in hostilities. Artinya, mereka tidak boleh terlibat langsung dalam aktivitas 

militer, seperti mengoperasikan peralatan perang, memberikan dukungan logistik, atau 

bertindak sebagai pengumpul informasi intelijen bagi salah satu pihak (Williams & 

Hartridge, 2022).  

 Kehilangan perlindungan sipil ini diatur dengan sangat ketat karena prinsip 

Hukum Humaniter Internasional berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan militer 

(military necessity) dan kemanusiaan (humanity). Panduan ICRC menekankan bahwa 

suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai partisipasi langsung dalam 

permusuhan apabila secara nyata dan segera memberikan keuntungan militer kepada 

salah satu pihak serta membahayakan pihak lawan (Sassòli, 2024). 

 Serangan terhadap jurnalis tidak hanya melanggar prinsip distinction dalam 

HHI, tetapi juga melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari serta 

menyebarkan informasi sebagaimana diatur dalam hukum HAM internasional. Oleh 

karena itu, kekerasan terhadap jurnalis dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, 

karena melanggar norma-norma yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan 

internasional (Martin et al., 2006). Dalam konteks konflik kontemporer seperti Israel–

Palestina, penerapan prinsip-prinsip ini menunjukkan tantangan besar bagi penegakan 

hukum internasional. 

2.2.2 Konsep Impunitas 

 Impunitas dalam konteks hukum internasional didefinisikan sebagai situasi 

ketika pelaku pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau kejahatan perang tidak 

dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara pidana, perdata, administratif, 

maupun disipliner. International Commission of Jurists (ICJ) menegaskan bahwa 

impunitas bukan sekadar hasil dari ketidakmampuan hukum nasional, tetapi 

mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk 



18 

 

 
 

menyelidiki, menuntut, menghukum, dan memberikan reparasi terhadap pelanggaran 

yang dilakukan oleh aparatnya. Dalam kerangka hukum internasional, setiap negara 

memiliki duty to respect, ensure, and guarantee, kewajiban untuk menghormati, 

menjamin, dan melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan supremasi hukum 

yang melarang pembiaran terhadap kejahatan berat (International Commission of 

Jurists, 2015). ICJ memandang impunitas sebagai pelanggaran langsung terhadap 

kewajiban hukum internasional yang bersifat jus cogens, yaitu norma hukum yang 

tidak dapat dikesampingkan bahkan oleh peraturan nasional atau kesepakatan politik 

apa pun. Ketika suatu negara gagal menyelidiki atau menuntut pelaku pelanggaran 

berat, negara tersebut tidak hanya mengabaikan hak korban atas keadilan, tetapi juga 

merusak legitimasi sistem hukum internasional itu sendiri. Pandangan ini sejalan 

dengan prinsip pacta sunt servanda dalam hukum internasional, yang mengikat negara 

untuk melaksanakan kewajiban perjanjian secara itikad baik (International 

Commission of Jurists, 2015). 

 Menurut International Commission of Jurists (ICJ), kewajiban mendasar 

negara untuk mengakhiri impunitas mencakup empat pilar utama, yaitu penyelidikan, 

penuntutan, pengadilan, dan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran berat hukum 

internasional. Negara wajib melakukan penyelidikan yang menyeluruh, independen, 

dan efektif terhadap setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan 

perang, memastikan bahwa pelaku dituntut dan diadili secara adil di hadapan 

pengadilan yang berwenang; serta menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi mereka 

yang terbukti bersalah. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan 

reparasi penuh kepada korban, baik dalam bentuk kompensasi, rehabilitasi, jaminan 

ketidakberulangan, maupun pengakuan kebenaran atas pelanggaran yang terjadi. ICJ 

menegaskan bahwa kewajiban tersebut bersifat non-derogable, artinya tidak dapat 

ditunda atau dikecualikan oleh alasan politik, keadaan darurat, atau kesepakatan 

amnesti, karena merupakan bagian dari tanggung jawab hukum internasional untuk 

menegakkan keadilan dan mencegah pengulangan pelanggaran serupa di masa depan 

(International Commission of Jurists, 2015). 



19 

 

 
 

 ICJ (International Commission of Jurists, 2015), menegaskan bahwa impunitas 

terjadi ketika negara gagal menjalankan empat kewajiban pokoknya: menyelidiki, 

menuntut, menghukum, dan memberikan reparasi atas pelanggaran hak asasi manusia 

dan hukum perang. Dalam Kasus ini, Israel secara konsisten gagal memenuhi standar 

tersebut, terutama dalam kasus serangan terhadap jurnalis yang sedang bertugas di 

wilayah konflik seperti Gaza atau Tepi Barat. Situasi ini memperlihatkan bentuk de facto 

impunity bukan karena tidak adanya aturan hukum, tetapi karena lemahnya kemauan 

politik untuk menegakkannya. Akibatnya, pelaku kekerasan terhadap jurnalis tidak 

pernah diadili secara efektif, sementara korban dan keluarganya kehilangan hak untuk 

memperoleh keadilan dan reparasi yang seharusnya dijamin oleh hukum internasional. 

 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pun tidak sepenuhnya mampu 

mengatasi situasi ini, mengingat keterbatasan yurisdiksi dan tekanan geopolitik yang 

menghambat penyelidikan terhadap kejahatan perang di wilayah Palestina. Akibatnya, 

impunitas menjadi fenomena global dimana hukum internasional kehilangan daya paksa 

terhadap negara kuat, dan keadilan hanya berlaku bagi pihak yang lemah dalam sistem 

politik dunia (Talebpour & Craven, 2012). Dalam konflik Israel–Palestina, situasi ini 

memperparah penderitaan jurnalis yang berfungsi sebagai pengawas moral dan 

pembawa kebenaran di tengah perang. Kegagalan untuk menegakkan akuntabilitas tidak 

hanya menutup akses terhadap keadilan bagi korban, tetapi juga merusak fondasi moral 

dari Hukum Humaniter Internasional itu sendiri. Selama kondisi ini dibiarkan, 

perlindungan terhadap jurnalis akan tetap bersifat simbolis, sementara impunitas terus 

menjadi mekanisme struktural yang mempertahankan ketidakadilan dalam konflik 

Israel–Palestina (Nazreno, 2020). 

2.2.3 Political Will 

 Lemahnya akuntabilitas hukum internasional dalam menyelesaikan perkara 

hukum internasional, khususnya penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak terlepas 

dari pengaruh dinamika politik internasional yang terjadi. Dalam studi Hubungan 

Internasional, dinamika politik internasional tidak hanya dipengaruhi oleh norma 



20 

 

 
 

hukum internasional, tetapi juga oleh kepentingan strategis negara-negara besar yang 

berupaya mempertahankan pengaruh dan kepentingan nasionalnya. Hans J. 

Morgenthau menjelaskan bahwa politik internasional pada dasarnya merupakan 

perjuangan kekuasaan (struggle for power) antarnegara untuk mencapai dan 

mempertahankan kepentingannya (Morgenthau, 1949). Penelitian ini mencoba untuk 

menjelaskan dinamika politik internasional sebagai kemauan negara-negara global 

untuk ikut serta menyuarakan atau memberikan dukungan terhadap suatu masalah 

penyelesaian konflik yang bisa disebut dengan Political will. Political will merujuk 

pada tingkat dukungan dan komitmen kolektif dari aktor-aktor kunci yang memiliki 

kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk mendorong, mempertahankan, dan 

menegakkan suatu kebijakan atau norma tertentu. (Post et al., 2010) mendefinisikan 

political will bukan sekadar sebagai niat atau pernyataan politik, melainkan sebagai 

dukungan yang nyata dan berkelanjutan dari para pengambil keputusan yang tercermin 

melalui tindakan konkret, alokasi sumber daya, serta kesiapan untuk menanggung 

biaya politik yang muncul dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks politik 

internasional, political will menjadi faktor penentu efektivitas penegakan norma global, 

karena keberadaan aturan internasional tidak secara otomatis menjamin kepatuhan 

negara, ketika aktor-aktor internasional memiliki kepentingan politik yang saling 

bertentangan atau enggan mengambil langkah tegas, lemahnya political will dapat 

menghambat penegakan norma dan berkontribusi pada terjadinya impunitas terhadap 

pelanggaran yang terjadi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, political will dalam hubungan internasional 

dapat dipahami sebagai fenomena yang memiliki beberapa dimensi penting yang saling 

berkaitan. Pertama, political will berkaitan dengan aktor-aktor kunci internasional yang 

memiliki kapasitas pengambilan keputusan, seperti negara-negara berpengaruh, 

Dewan Keamanan PBB, serta institusi internasional yang berwenang dalam penegakan 

norma. Dalam konteks ini, political will tidak bersifat individual, melainkan kolektif, 

karena efektivitas penegakan norma internasional sangat bergantung pada kesediaan 

aktor-aktor tersebut untuk bertindak secara bersama-sama. Kedua, political will 

tercermin dalam tindakan nyata dan keputusan politik, bukan hanya dalam pernyataan 
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normatif atau kecaman diplomatik. Hal ini mencakup penggunaan mekanisme hukum 

internasional, penerapan sanksi, serta pengambilan langkah politik yang memiliki 

konsekuensi strategis. Ketiga, political will mengandung dimensi kesiapan untuk 

menanggung biaya politik, baik dalam bentuk tekanan diplomatik, risiko konflik 

kepentingan, maupun dampak terhadap hubungan strategis antarnegara. Ketika aktor-

aktor internasional enggan menghadapi biaya politik tersebut, political will cenderung 

melemah. Dalam hubungan internasional, lemahnya political will ini sering kali 

menghasilkan kesenjangan antara norma yang diakui secara global dan praktik yang 

terjadi di lapangan, sehingga membuka ruang bagi terjadinya impunitas terhadap 

pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap perlindungan jurnalis dalam konflik 

bersenjata. 

Melihat hal itu, penelitian ini berusahan untuk menjelaskan bahwa lemahnya 

political will dalam perlindungan jurnalis pada konflik Israel–Palestina tercermin 

melalui sejumlah indikator politik internasional. Salah satu indikator utama adalah 

dominasi kepentingan nasional negara-negara berpengaruh yang sering kali 

mengesampingkan komitmen terhadap norma Hukum Humaniter Internasional. 

Kepentingan strategis, aliansi politik, dan pertimbangan geopolitik menyebabkan 

negara-negara tertentu enggan mendukung langkah penegakan hukum yang tegas. 

Selain itu, penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB menjadi indikator struktural 

lemahnya political will kolektif, karena mekanisme tersebut memungkinkan negara 

tertentu untuk menghambat resolusi yang bertujuan menegakkan akuntabilitas. 

Indikator lainnya terlihat dari kecenderungan standar ganda dalam penegakan norma 

internasional, di mana respons komunitas internasional terhadap pelanggaran 

perlindungan jurnalis bersifat selektif dan tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa meskipun norma perlindungan jurnalis telah diakui secara global, ketiadaan 

komitmen politik yang nyata dan kesediaan untuk menanggung biaya politik telah 

mempertahankan praktik impunitas, sekaligus menjadi tantangan utama bagi upaya 

perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata. 
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Secara konseptual, hubungan antara political will dan impunitas bersifat kausal 

dan saling berkaitan erat dalam konteks politik internasional. Political will menentukan 

sejauh mana norma Hukum Humaniter Internasional tidak hanya diakui, tetapi juga 

ditegakkan melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif. Ketika aktor-aktor 

internasional memiliki kemauan politik yang kuat, pelanggaran terhadap perlindungan 

jurnalis dapat direspons melalui tekanan diplomatik, pembentukan mekanisme 

investigasi, serta dukungan terhadap proses pertanggungjawaban. Sebaliknya, 

lemahnya political will yang ditandai oleh dominasi kepentingan nasional, penggunaan 

hak veto, serta ketidakkonsistenan komunitas internasional menghambat proses 

penegakan tersebut. Kondisi ini menciptakan ruang bagi impunitas, di mana 

pelanggaran berulang terjadi tanpa konsekuensi hukum dan politik yang berarti. 

Dengan demikian, impunitas dalam perlindungan jurnalis tidak dapat dipahami semata-

mata sebagai kegagalan hukum, melainkan sebagai produk dari dinamika politik 

internasional yang ditandai oleh defisit kemauan politik aktor-aktor berkuasa. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Konflik Israel–Palestina yang kembali memanas sejak Oktober 2023 

memperlihatkan peningkatan signifikan terhadap kekerasan dan pelanggaran hukum 

humaniter, termasuk serangan terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik. 

Secara ideal, jurnalis merupakan bagian dari warga sipil yang dijamin perlindungannya 

oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Namun secara 

faktual, banyak jurnalis justru menjadi korban serangan dalam konflik Israel–Palestina 

tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang memadai. Kesenjangan antara norma 

hukum dan kenyataan inilah yang menjadi fokus penelitian ini. 

 Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka 

Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai dasar normatif dalam menjelaskan 

perlindungan terhadap jurnalis, serta konsep impunitas untuk menggambarkan lemahnya 

mekanisme pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya, penelitian ini mengintegrasikan 

Political will dan Impunitas sebagai landasan analitis untuk mejelaskan dinamika politik 
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internasional mempengaruhi penegakan hukum yang terjadi terhdap korban jurnalis. 

Melalui kombinasi ini, penelitian berupaya menjelaskan bahwa lemahnya perlindungan 

terhadap jurnalis dalam konflik Israel–Palestina tidak hanya disebabkan oleh 

kekosongan hukum, tetapi juga oleh dinamika politik internasional dalam menjaga 

kepentingan nasionalnya di tengah tekanan internasional.  
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Kerangka Pemikiran 

Sumber: Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara ideal, jurnalis merupakan bagian dari warga sipil yang 

dijamin perlindungannya oleh Konvensi Jenewa 1949 dan 

Protokol Tambahan I tahun 1977. Namun secara faktual, banyak 

jurnalis justru menjadi korban serangan dalam konflik Israel–

Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang 

memadai. Kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan 

inilah yang menjadi fokus penelitian ini. 

 

Hukum Humaniter 

Internasional. 

• Prinsip Distinction. 

• Status hukum 

jurnalis. 

Bentuk Impunitas 

• Kegagalan investigasi 

• Ketiadaan penuntutan 

• Ketiadaan proses 

pengadilan 

• Ketiadaan penghukuman. 

 

Dinamika politik dunia berkontribusi pada munculnya 

impunitas terhadap perlindungan jurnalis di konflik 

Israel–Palestina periode 2023–2025. 

Dinamika Politik Internasional. 

• Peran DK PBB 

• Lemahnya ICC 

• Standar Ganda aktor 

internasional. 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

mendalam mengenai bagaimana Hukum Humaniter Internasional diterapkan dalam 

perlindungan jurnalis selama konflik Israel–Palestina periode 2023–2025. Menurut 

(Creswell, 2009), penelitian kualitatif berupaya memahami makna yang terkandung di 

balik tindakan sosial atau fenomena kemanusiaan melalui interpretasi peneliti terhadap 

data yang dikumpulkan. Prosesnya bersifat fleksibel dan berkembang secara alami, 

dimulai dari rumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, hingga analisis tematik 

yang menyoroti makna-makna utama dari hasil temuan. Pendekatan kualitatif deskriptif 

memungkinkan penulis untuk menelaah fenomena kekerasan terhadap jurnalis dan 

lemahnya penerapan hukum internasional secara komprehensif. Data dikumpulkan 

melalui analisis berbagai sumber sekunder, seperti laporan lembaga internasional, 

dokumen hukum, publikasi media, serta pernyataan resmi organisasi kemanusiaan. 

Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan 

hubungan antara norma hukum humaniter internasional, praktik impunitas, serta 

rasionalitas politik aktor negara dalam konteks konflik Israel–Palestina. 

3.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah menganalisis dinamika perlindungan jurnalis dalam 

konflik Israel–Palestina periode 2023–2025 melalui perspektif Hukum Humaniter 

Internasional (HHI). Penelitian ini berupaya menjelaskan kesenjangan antara norma 
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hukum humaniter yang secara eksplisit mengklasifikasikan jurnalis sebagai warga sipil 

yang wajib dilindungi, dengan realitas di lapangan yang menunjukkan pola kekerasan 

sistematis terhadap pekerja media. Dengan menggunakan konsep Impunitas dan 

Political Will, penelitian ini menelaah bagaimana lemahnya kemauan politik aktor-aktor 

internasional dan penggunaan mekanisme struktural global seperti hak veto di Dewan 

Keamanan PBB serta keterbatasan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) 

menjadi faktor utama yang melanggengkan ketiadaan pertanggungjawaban hukum 

(impunitas) bagi pelaku kekerasan. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah 

untuk memahami bagaimana tantangan penegakan hukum dan standar ganda dalam 

politik internasional berkontribusi terhadap delegitimasi perlindungan jurnalis di 

wilayah konflik kontemporer. 

3.3 Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data 

sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis hukum dan kebijakan 

internasional yang telah terdokumentasi dalam berbagai publikasi resmi. Penulis 

mendapatkan data dari sumber-sumber yang sudah ada dan relevan, untuk mendukung 

penelitian. Sumber-sumber utama penulis dapatkan dari: 

1) Penelitian terdahulu terkait perlindungan jurnalis dalam konflik perang 

khusunya pada zona konflik Israel-Palestina, beberapa penelitian dijadikan 

referensi utama seperti yang sudah dicantumkan dalam penelitian terdahulu. 

2) Laporan Resmi Organisasi Internasional terkait, seperti International Committee 

of the Red Cross (ICRC), International Court of Justice (ICJ),  Office of the High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR) dan International Criminal Court 

(ICC), dan Palestinian Center for Human Rights. 

3) Data juga diambil dari artikel berita, dan situs web resmi yang menyediakan 

informasi faktual mengenai situasi konflik Israel–Palestina: Committe to Protect 

of Journalist (CPJ), Al Jazeera, Tempo, CNBC, dan artikel digital lainnya yang 

sama membahas konflik ini. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam proses pegumpulan data sekunder, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan studi pustaka. Teknik ini digunakan dengan megumpulkan data dan 

informasi melalui dokumen resmi, website resmi, buku, artikel ilmiah, dan media 

daring yang relevan dan terkait dengan topik rumusan masalah, Proses ini meliputi: 

1) Menelusuri literatur database daring untuk jurnal artikel ilmah, seperti 

Google Schoolar, ResearchGate, dan Publish or Perish. 

2) Menelusuri dan mengidentifikasi laporan-laporan resmi organisasi 

internasional terkait pelanggaran kekerasan terhadap jurnalis pada zona 

perang melalui website resmi organisasi tersebut. 

3) Mengakses website artikel berita online, seperti Coommittee to Protect 

Journalists, Reporters Withouts Borders, Al-Jazeera, terkait perlindungan 

jurnalis dalam konflik Israel-Palestina. 

3.5 Teknik Analisis 

 Penelitian ini akan menggunakan analisis data dilakukan dengan menerapkan 

model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). 

Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menuntut 

proses analisis dilakukan secara dinamis dan berkesinambungan mulai dari 

pengumpulan data hingga tahap penafsiran hasil akhir. Miles et al. (2014) menjelaskan 

bahwa analisis kualitatif tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui siklus 

kegiatan yang saling terhubung satu sama lain. Model ini terdiri atas tiga tahapan utama, 

yakni kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang 

digunakan untuk menelaah secara mendalam penerapan Hukum Humaniter Internasional 

terhadap perlindungan jurnalis dalam konflik Israel–Palestina periode 2023–2025. 

Proses analisis dilakukan melalui Langkah-langkah berikut: 
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1. Kondensasi data: Kegiatan memilah, memusatkan perhatian, serta 

menyederhanakan data yang telah dikumpulkan agar tetap relevan dengan fokus 

penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang diperoleh 

dari jurnal akademik, laporan lembaga internasional, buku ilmiah, artikel berita, 

serta dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan jurnalis dan 

implementasi Hukum Humaniter Internasional. Proses reduksi ini dilakukan 

secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa 

hanya data yang paling signifikan dan mendukung tujuan penelitian yang 

dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.  

2. Penyajian Data: Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yakni proses 

mengorganisasi hasil reduksi agar tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 

Data yang telah dipilah disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang 

menggambarkan hubungan antar-tema penelitian. Menurut (Creswell, 2009), 

penyajian data dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk menampilkan pola dan 

keterkaitan makna di antara temuan yang diperoleh sehingga dapat dianalisis 

secara lebih mendalam. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data dilakukan 

melalui narasi tematik yang menyoroti keterkaitan antara prinsip-prinsip Hukum 

Humaniter Internasional, praktik impunitas, dan dinamika politik internasional 

terhadap perlindungan jurnalis dalam konflik Israel–Palestina. Penyajian data ini 

mempermudah peneliti untuk mengidentifikasi pola perilaku dan dinamika 

pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan: Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari data 

yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses 

penarikan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan konsistensi antara 

temuan dan data empiris yang diperoleh. Verifikasi dilakukan secara berulang 

sepanjang proses penelitian untuk memastikan bahwa hasil analisis tetap valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pandangan (Neuman, 2014), 

penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bukan sekadar merumuskan 

hasil akhir, tetapi juga memahami makna sosial dan konteks yang membentuk 
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suatu fenomena. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai 

efektivitas penerapan Hukum Humaniter Internasional serta menjelaskan 

dinamika politik internasional aktor negara dalam melindungi, atau justru 

mengabaikan, jurnalis selama konflik Israel–Palestina periode 2023–2025.



 

 

 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana dinamika 

politik internasional dan kondisi impunitas memengaruhi perlindungan jurnalis dalam 

konflik bersenjata Israel–Palestina periode 2023–2025. Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dipaparkan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan terhadap 

jurnalis telah diatur secara jelas dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya 

melalui ketentuan Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, implementasi 

norma tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya 

perlindungan jurnalis tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh dinamika politik internasional yang melingkupi konflik Israel–

Palestina. 

 Dalam konteks internasional, konflik Israel–Palestina menunjukkan 

bagaimana kepentingan politik negara-negara berpengaruh turut membentuk respons 

komunitas internasional terhadap pelanggaran yang dialami jurnalis. Dukungan politik 

dan militer terhadap Israel oleh negara-negara tertentu, terutama Amerika Serikat, 

berdampak pada terbatasnya upaya penegakan hukum internasional. Penggunaan hak 

veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lemahnya mekanisme 

penegakan hukum internasional menghambat proses akuntabilitas atas pelanggaran 

terhadap jurnalis. Kondisi ini menciptakan ruang bagi terjadinya impunitas, di mana 

pelanggaran terhadap jurnalis berulang kali terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban 

hukum yang efektif. Selain faktor internasional, dinamika institusional dalam sistem 

hukum internasional juga berkontribusi terhadap lemahnya perlindungan jurnalis. 

Keterbatasan yurisdiksi dan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga seperti 



81 

 

 
 

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyebabkan proses penegakan hukum tidak 

berjalan secara optimal. Akibatnya, norma Hukum Humaniter Internasional yang 

seharusnya memberikan perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik bersenjata tidak 

diiringi dengan mekanisme penegakan yang kuat, sehingga memperkuat kondisi 

impunitas dalam konflik Israel–Palestina. 

 Perlindungan jurnalis dalam konflik Israel–Palestina periode 2023–2025 dapat 

dipahami sebagai hasil dari interaksi antara norma hukum internasional dan realitas 

politik global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa impunitas terhadap pelanggaran 

jurnalis bukan semata-mata kegagalan hukum, melainkan merupakan konsekuensi dari 

dinamika politik internasional yang menempatkan kepentingan negara-negara kuat di 

atas prinsip perlindungan kemanusiaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama 

dinamika politik internasional masih mendominasi proses pengambilan keputusan 

dalam institusi global, upaya perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata akan terus 

menghadapi tantangan serius. 

5.2 Saran 

 Peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

memperluas kajian mengenai perlindungan jurnalis dengan mengintegrasikan 

perspektif aktor non-negara, seperti organisasi internasional dan organisasi masyarakat 

sipil, dalam mendorong akuntabilitas atas pelanggaran terhadap jurnalis. Pendekatan 

ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran 

aktor non-negara dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh lemahnya 

mekanisme penegakan hukum internasional formal. Dengan demikian, penelitian 

lanjutan akan memberikan lebih banyak pandangan terkait proses hukum iternasional 

berjalan khususnya dalam perlindungan jurnalis pada zona konflik bersenjata. 
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